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KESEHATAN

Tunda Penerapan Kelas Rawat Inap Standar

JAKARTA, KOMPAS — TPenerapan
kelas rawat inap standar dalam
program Jaminan Kesehatan
Nasional diminta untuk ditun-
da terlebih dahulu. Aturan ter-
kait dengan penerapan kelas
standar tersebut dinilai masih
belum jelas, terutama berkaitan
dengan kepastian mantaat la-
yanan, taril pelayanan, dan ur-
an peserta.

Hal itu disampaikan sebagian
besar anggota Komisi IX DPR
dalim rapat kerja dan rapat
dengar pendapal dengan Men-
teri Kesehatan, Ketua Dewan
Jaminan Sosial Nasional
(IS}, serta Dewan Pengawas
dan Direktur Utama Badan Pe-

nyelengoara  Jaminan  Sosial
(BPJS) Keschatan di Jakarta,

Kamis (6/6,/2024). Adapun to-
pik yang dibahas dalam per-
temuan tersebut dalah terl
penerapan  kelas rawat  inap
standar (KRIS) program Jamin-
an Kesehatan Nasional (JKN).
Dorongan untuk ditundanya
penerapan KRIS dalam prog-
ram JKN salah satunya disam-
paikan anggota Komisi TX DPR
dari Fraksi Nasdem, Irma Sur-
yani Chaniago. Ta mengemuka-
kan, penerapan KRIS yvang di-
usung saat i tidak sesual de-
ngan t konstitusi, yakni
sas keadilan.
n satu iuran
dengan ke-
las | dan kelas 2 akan turun
(iuran) dan kelas 3 akan naik.
Itu di mana asas keadilannya
Tni menyusahkan rakyat. Apa-
lagi, kalau dari sebelumnya ada
12 tempat tidur sekarang jadi
empat tempat tidur, itu akan
banyvak (pasien} yang tidak ter-
tampung Sekarang saja sudah
tidak tertampung,”™ tuturnya.
Aturan terkait dengan pene-
rapan  KRIS tertuang  dalam
Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2024 tentang Jaminan
Kesehatan, Dalam regulasi itu

Dante Saksono Harbuwono

terdapal aturan mengenai 12
kriteria pelayanan dalam KRIS,
meliputi komponen bangunan
yang tidak memiliki tingkat po-
TOSH yvang tinggi. ventilasi
udara, pencahayaan  ruangan,
kelengkapan tempat tidur, na-
kas per tempat tidur, tempe-
ratur ruangan, dan pembagian
ruang riwat.

Adapun indikator dalam ke-
las standar tersebut antara lain
kamar mandi harus ada di da-
lam ruang inap, satu ruangan
maksimal empat tempat tidur,
tersedia outlet oksigen, pen-
cahayaan ruangan yang baik,
serta ruangan terbagi atas jenis
kelamin, usia, dan jenis penva-
kit.

Menurut Irma, kriteria da-
lam kelas rawat inap lersebut
masih belum siap untuk di-
terapkan dengan kondisi pe-
layanan kesehatan saat ini. Fa-
silitas pelayanan kesehatan di
Indonesia masih belum mum-
puni, Akses keschatan pun be-
lum merata

"Alkes (alat keschatan) be-
lum cukup. SDM (kesehatan)

Jjuga belum ada. Bagaimana bisa

diterapkan empat tempat tidur,
Jadi harus benar hati-hati un-
tuk bhisa memberikan  perse-
tujuan dan  dukungan  untuk

KRIS Jika belum ‘-.mp jangan
dilaksanakan dulu,” katanya,
Hal serupa disampaikan ang-
gota Komisi TX DPR dar Fraksi
PDI Perjuangan, Edy Wuryan-
to. Penerapan KRIS vang dinilai
belum matang justru dapat me-
nurunkan akses layanan kese-
hatan di masyarakat,
Penerapan KRIS merujuk
pula pada Peraturan Pemerin-

tah No 472021 Dalam per-
aturan itu disebutkan rumah

sakit swasta dapat mengaloka
sikhan ruang perawatan KRIS
minimal 40 persen dari total
ruangan yang tersedia, semen-
tara rumah sakit pemerintah
minimal  mengalokasikan 60
perser.

"Aturan  ini dikhawatirkan
akan berpotensi menghambat
akses peserta JEKN untuk meng-
akses ruang perawatan, Keter-
sediaan tempat tidur untuk pe-
serta bisa hilang sampai 125000
tempal tidur jika aturan itu
sampai  diterapkan.  Jangan
sampai peserta sudah bayar iar-
an kemudian tidak dapat tem-
pat tidur,” kata Fdy

Karena itu Komisi 1X DPR
mendesak  agar  penerapan
KRIS ditunda terlebih dahulu
sebelum ada kajian vang kom-
prehensif terkait kisiapan
rumalt sakit, tarif lavanan, serta
iuran pada peserta dari adanya
penerapan KRIS, Kajian itu ter-
masuk pada dampak penerapan
KRIS terhadap dana jaminan
sosial (IJS) kesehatan.,

Kajian
Wakil Menteri  Kesehatan
Dante  Saksono  Harbuwono

mengatakan, kajian lerkail de-
ngan penerapan KRIS akan di-
targetkan rampung pada akhir
tahun. Sementara itu, terkait
dengan besaran iuran, pemba-
hasan juga masih dilakukan de—
ngan mempertimbangkan  ke-
adilan dan kemampuan masya-

rakat.

Hal itu  disampaikan pula
oleh Ketua DJISN Agus Sup-
rapto. Pembahasan masih akan
dilakukan untuk memastikan
besaran uran peserta, tarif la-
vanan, serta manfaat layanan
vang didapatkan peserta dari

apan KRIS, Keputusan
kepastian tersebut akan
dipastikan tetap sesual tujuan,
vaitu untuk meningkatkan mu-
tu layanan, keselamatan pasien,
kenyamanan pasien, dan ke-
berlanjutan program JKN

"Belum ditetapkan juga (apa-
kah tarif peserta akan disama-
kan), apalagi penghapusan (ke-
las peserta). Standar kelas
sebenarnya  untuk  mengatasi
kualitas mutu reang rwat inap
yang sekarang ini terlalu ber-
51,7 katanya.

Ketua Dewan Pengawas BPIS
Kesehatan Abdul ¥ ..\d.lr me-
nambahkan, sosi s vang
masil harus dilakukan terkait

dengan program KRIS kepada
fasilitas  kesehatan, peserta
JEN, badan usaha, dan pe-
mangku kepentingan lain yang
terkail, Sosialisasi inl amat pen-
ting karena masih ditemukan
pemahaman yvang belum sama
terkait dengan kebijakan KRIS.

BPIS Keschatan pun dido-
rong untuk melakukan advokasi
secara intens kepada pemangku
kepentingan terkait dalam pe-
menuhan sarana dan prasarana
fasilitas kesehatan, Penerapan
KRIS bisa berpotensi  me-
nyehabkan jumliah tempat tidur
di rumah sakit berkurang se-
hingga berdampak pada pela-
vanan rawat inap pada pasien,

“Peraturan pelaksanaan
KRIS juga diharapkan bisa se-
gera disusun. [tu disertai de-
ngan evaluasi menyeluruh ter-
kait implementasi KRIS dan ka-
Jian terkait standar tanf layvan-
an dan iuran  peserta, serta
dampaknya” ujar Kadir, (TAN)
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